PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS KEPADA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Oleh
Celsie Aprilla Coppiens
NIM. 05010421005

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025



PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Celsie Aprilla Coppiens
NIM . 05010421005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus

Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan
Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbemya.

Surabaya, 27 Januari 2024
Saya yang menyatakan,




PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Celsic Aprilla Coppicns
NIM. 05010421005
Judul ¢ Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada

Organisasi Kemasyarakatan Kcagamaan Dalam
Perspektif Siyasah Dusturiyah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi schingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk disjukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 Februari 2025
Pembimbing,




PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:
Nama : Celsie Aprilla Coppiens
NIM. : 05010421005

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, dan
dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana
strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:
Penguji I Penguji I1

W,—\

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.SI

NIP. 197911052007011019

Penguji IV
> <
Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I. Ibnu Mardivanto, M.H.
NIP. 197110262007011012 NIP. 198703152020121009

Surabaya, 18 Februari 2025
Mengesahkan,

iv



oy KEMENTERIAN AGAMA
} UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN
JI. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

VR RN AYA E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cose Pl Coppiens B
NIM . 0501042|005

Fakultas/Jurusan : Qyaneh dan Hukum / Hukum Tt Negora

E-mail address  : Celtic apnilla Coppiens @Pgmenl . com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
(¥ Sekripsi [ Tesis CJ Desertasi [ Lain-lain (......ccococsersnsssnsnsnesorenes )

yang berjudul :
PENCEBITAN N UGAHA RER tAMRANG AN  KHUWS KEPRDR

ORGANVASL  KEMACYARAKATAN  REAGATMAAN  DRLA™M
PERSPEETIE  SIYASAN Dusturiyar

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pemyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Reril 203F

Penulis

nama lerang dan tanda tangan



ABSTRAK

Penerbitan izin usaha pertambangan ditujukan kepada BUMN, badan usaha
milik daerah, dan badan usaha milik swasta dengan mekanisme perizinan yang
berbeda beda. Badan usaha swasta dapat mengajukan izin usaha pertambangan
melalui sistem pelangan dan untuk BUMN dan badan usaha milik daerah, izin dapat
diberikan melalui penawaran prioritas dengan mekanisme sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Baru-baru ini, Pemerintah melegalkan penawaran
prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus yang tak hanya diberikan kepada
BUMN dan badan usaha milik daerah, tetapi juga kepada badan usaha milik Ormas
keagamaan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Skripsi ini menjawab
pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana bentuk
penawaran WIUPK dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 kepada
Ormas Keagamaan; dan keabsahan penerbitan izin usaha pertambangan khusus
kepada Badan Usaha milik Ormas Keagamaan dalam perspektif Siyasah
Dustiriyah.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dengan
metode penelitian dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan
berkenaan dengan isu penelitian (statute approach). Teknik analisis data
menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis
sehingga menjadi data yang konkrit mengenai penerbitan izin usaha pertambangan
khusus kepada badan usaha milik Ormas keagamaan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis
menggunakan teori hukum Islam, yakni Siyasah Dustiiriyah.

Hasil ;penelitian; ini. menyimpulkan bahwa: pertama, pegawaran WIUPK
secara prioritasikepada-BadaniUsaha milikiOrmas Keagamaan merupakan wujud
atribusi yang diberikan langsung oleh UU Minerba kepada Pemerintahan Pusat
sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j* UU Minerba. 'Kedua, kewenangan
pemerintahan pusat untuk memberikan izin usaha pertambangan kepada badan
usaha milik Ormas keagamaan adalah sah dan sejalan dengan konsep Wizarah
(Kementerian) dalam sistem pemerintahan Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: pertama, untuk
menciptakan pengusahaan tambang yang ideal, Menteri ESDM sebagai wakil
pemerintah harus konsisten menjalankan proses perizinan sesuai peraturan
perundang-undangan. Kedua, untuk menjamin kelestarian lingkungan, badan usaha
milik Ormas keagamaan harus dapat menyeimbangkan ketentuan hukum positif,
dan prinsip-prinsip syariah, terutama prinsip produksi, distribusi, dan pelestarian
lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Ketiga, untuk
memberikan kepastian hukum, pemerintah dapat menetapkan bahwa ketentuan
syarat penerbitan izin usaha pertambangan khusus bagi BUMN, BUMD, dan badan
usaha swasta juga berlaku bagi badan usaha milik Ormas keagamaan.
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